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Abstract 
This article examines the phenomenon of netizens’ negative responses towards the 
statement by Komnas Perempuan regarding the alleged sexual violence experienced by 
Ferdy Sambo's wife, as a form of delegitimation. Legitimation is built by discursive practice, 
and hence can be delegitimated by mechanisms of opposition. Delegitimation is carried out 
through three components of discursive legitimation, namely: (i) authority, (ii) rationality 
and (iii) symbolic. As a research method, a case study of citizens’ Twitter posts (tweets) from 
1-10 September 2022 were analyzed using Intelligent Socio Analytic (ISA), a social media 
big data extraction tool. The results show in terms of authority, discursive delegitimation is 
carried out by positioning Komnas Perempuan to be supporting the narrative of the Police. 
In the aspect of rationality, Komnas Perempuan's discourse is seen as protecting the 
perpetrators of the murder instead of siding with the victim’s families. As for symbolic 
narratives, Komnas Perempuan is equated with other institutions that can be bribed and 
are weak in the face of power. In the digital era, discursive delegitimation can strengthen 
or weaken the digital authority of the public. 
Keywords: Delegitimation, discursive legitimation, sexual violence, big data analytic, Ferdy 
Sambo.  
 

Abstrak 
Artikel ini melihat fenomena "hujatan" warganet atas pernyataan Komnas Perempuan 
tentang dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Ferdy Sambo sebagai bentuk 
delegitimasi. Legitimasi sebagai praktik diskursif memungkinkan mengalami delegitimasi 
melalui mekanisme oposisi. Delegitimasi dilakukan melalui tiga komponen pembentuk 
legitimasi wacana antara lain: (i) aspek otoritas, (ii) rasionalitas dan (iii) simbolik. Metode 
penelitian adalah studi kasus data postingan warganet di Twitter terkait Komnas 
Perempuan menggunakan alat ekstraksi big data media sosial Intelligent Socio Analytic 
(ISA) sepanjang 1-10 September 2022. Hasil penelitian menunjukan delegitimasi wacana 
pada dimensi otoritas dilakukan dengan memposisikan Komnas Perempuan mendukung 
narasi Polisi. Pada dimensi rasionalitas, wacana Komnas Perempuan disebut melindungi 
pelaku pembunuhan dan tidak berpihak pada keluarga korban. Sementara, pada dimensi 
simbolik yakni dengan menyebut Komnas Perempuan sama dengan lembaga lain yang 
lemah menghadapi kekuasaan dan bisa disuap. Di era digital, delegitimasi wacana dapat 
menjadi bagian dari penguatan maupun pelemahan otoritas digital publik. 
 
Kata kunci: Delegitimasi, Diskursus Legitimasi, Kekerasan Seksual, Big Data Analytic, Ferdy 
Sambo 
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 PENDAHULUAN 

Kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh mantan Kepala 
Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Irjen Pol Ferdy Sambo, pada 8 Juli 2022 menyita 
perhatian publik dan menjadi trending topic di Twitter hingga beberapa minggu kemudian. Salah 
satu motif pembunuhan yang muncul sebagai kontroversi adalah pengaduan istri Sambo, PC, 
kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mengaku 
mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan oleh Brigadir J. Pelecehan seksual ini kemudian 
dijadikan motif oleh Sambo membunuh Brigadir J. Motif ini ditentang oleh warganet dengan 
mengajukan berbagai argumen, seperti misalnya ketidakmungkinan seorang bawahan setingkat 
Brigadir melecehkan istri jenderal yang juga atasannya.  

Warganet menuding PC melakukan kebohongan dan menjadi bagian dari rencana 
pembunuhan. Wacana pelecehan seksual PC semakin meluas ketika Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan pernyataan pers pada 1 
September 2022 terkait pengaduan kekerasan seksual PC. Komnas Perempuan juga memberikan 
dukungan kepada polisi atas penangguhan tahanan terhadap istri Ferdy Sambo, PC, sebelum 
adanya putusan dari pengadilan (Prasetia, 2022). Rekomendasi ini diberikan dengan 
pertimbangan fungsi maternity PC yang masih memiliki anak balita. Pernyataan ini membuat 
kecewa warganet karena dianggap memberikan perlakuan spesial pada PC selaku bagian dari 
kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo. Paska konfrensi pres tersebut Komnas Perempuan 
menjadi trending topic di media sosial yang disebabkan beragam ungkapan kekecewaan, termasuk 
hujatan kepada Komnas Perempuan yang dilakukan secara masif.  

Kemarahan warganet menarik ketika dihadapkan pada Komnas Perempuan sebagai 
lembaga otoritatif dalam mewacanakan isu perempuan, termasuk kekerasan seksual terhadap 
perempuan. Sebagai lembaga otoritatif, data maupun pernyataan Komnas Perempuan terkait 
kekerasan seksual seringkali menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, maupun pengambil 
kebijakan (Alfitri, 2020; Noer et al., 2021). Artinya, wacana seputar isu perempuan termasuk 
kekerasan seksual yang dinarasikan oleh Komnas Perempuan akan menjadi wacana yang 
legitimate.  

Sementara itu, dalam kasus Sambo, legitimasi wacana kekerasan seksual Komnas 
Perempuan justru ditentang oleh warganet melalui beragam narasi kemarahan. Pernyataan 
Komnas Perempuan terhadap dugaan kekerasan seksual yang dialami PC, ramai dihujat karena 
dianggap “melenceng” dari otoritas Komnas Perempuan sebagai lembaga pengawal isu-isu 
perempuan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia.  

Fenomena keterbukaan warganet menyampaikan hujatan ataupun narasi kekecewaan di 
era digital menjadi tema riset yang banyak dibahas. Dalam beberapa penelitian, hujatan warganet 
di media sosial menunjukan jaringan emosi publik (Chung & Zeng, 2020) maupun sentimen pada 
isu tertentu (Singh et al., 2020). Hujatan juga menjadi bentuk kritik atas wacana yang ada 
(Tiidenberg & Whelan, 2019). Pada beberapa kasus, hujatan menjadi representasi gerakan 
(movemement) seperti misalnya pada gerakan penolakan kebijakan pemerintah dan cancel culture 
(Bouvier & Machin, 2021; D. Clark, 2020; Velasco, 2021). Hujatan yang secara khusus ditujukan 
kepada otoritas juga dapat dilihat sebagai upaya delegitimasi melalui wacana (Vaara, 2014).  

Delegitimasi wacana, dalam praktiknya merupakan strategi untuk menghadapi dominasi 
legitimasi wacana yang ada. Foucault menjelaskan bagaimana wacana menjadi dominan dan 
legitimate karena adanya pelibatan kekuasaan dalam bentuk otoritas yang terlembagakan. Tanpa 
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legitimasi wacana, otoritas lembaga akan terdegradasi. Oleh sebab itu, legitimasi wacana 
diperoleh melalui praktik diskursif (discursive legitimation). Delegitimasi, pada gilirannya 
mengupayakan legitimasi wacana alternatif yang secara khusus menjadi oposisi dari wacana 
otoritas (Foucault, 1982).  

Di era digital, terdapat perubahan bagaimana legitimasi sebuah wacana dikontestasikan. 
Bolander dan Locher (2020) menyebut secara khusus wacana yang dibentuk secara digital sebagai 
wacana digital (digital discourse). Hal ini untuk menjelaskan bagaimana individu mengelola dan 
mengeksploitasi kemampuan untuk membentuk dan mengekspresikan gagasan melalui narasi 
secara online.  

Perkembangan wacana digital melibatkan beberapa pendekatan utama seperti misalnya 
Computer-Mediated Discourse (CMD) (Herring, 2013) dan mobile communication (Deumert, 
2014). Pendekatan-pendekatan tersebut menjelaskan bagaimana analisis wacana digital tidak 
sekadar hubungan antara teks dan interpretasinya, tetapi juga aspek struktur bahasa komputasi, 
kontekstualisasi pemaknaan digital, manajemen interaksi (keberulangan dan keterkaitan), serta 
pengembangan pola wacana digital itu sendiri (Bolander & Locher, 2020).  

Penelitian ini mengajukan rumusan pertanyaan yakni, bagaimana warganet 
mendelegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan di media sosial melalui kasus 
Ferdy Sambo. Upaya delegitimasi wacana dilakukan dengan membangun narasi online yang 
mengekspresikan kekecewaan atau hujatan melalui berbagai platform digital seperti media sosial. 
Artinya, legitimasi Komnas Perempuan membangun wacana digital tentang kekerasan seksual 
sedang digugat melalui perebutan ruang kuasa wacana digital. Warganet menggunakan 
kemungkinan narasi dan algoritma platform media sosial menjadi masif dan menyebar. 
Penyebaran hujatan maupun narasi yang terbaca “menyerang” dan “anarkis” bisa dilihat sebagai 
upaya mendegradasi dominasi maupun eksploitasi wacana yang diproduksi negara atau individu 
dengan kuasa kelas sosial (Motion, 2005). 

Dalam konteks masyarakat demokrasi, hujatan warganet dapat diletakkan sebagai opini 
publik yang diakui kekuatannya dalam sistem negara bangsa. Opini publik juga memiliki kekuatan 
ketika dikaitkan dengan konteks politik dan kebijakan. Misalnya saja bagaimana hujatan dan pujian 
digunakan sebagai pola mendulang elektabilitas politisi. Dengan kekuatan ini, warganet memiliki 
peluang melakukan delegitimasi wacana.  

Hujatan warganet pada wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan juga dapat dilihat 
sebagai upaya delegitimasi melalui wacana. Sebagai sebuah wacana, kekerasan seksual dibahas 
dalam berbagai kajian terutama dalam pendekatan feminisme. Kajian feminisme melihat wacana 
sebagai potensi perlawanan pada narasi-narasi dominan yang menjadi legitimasi tindakan 
kekerasan seksual (Almanssori & Stanley, 2022; Gunnarsson, 2018). Artinya, upaya diskursif yang 
dibangun warganet sebagai upaya delegitimasi akan mempertimbangkan spirit wacana kekerasan 
seksual yang dibawa oleh gerakan feminisme. 

Artikel ini tertarik untuk menjelaskan bagaimana diskursus legitimasi dibangun oleh 
warganet sebagai upaya delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan pada kasus 
Ferdy Sambo. Secara khusus, artikel ini akan mengonstruksi narasi-narasi yang dikembangkan 
warganet sebagai upaya delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan. Konstruksi 
narasi ini akan memberikan gambaran tentang pengetahuan warganet pada dimensi wacana 
kekerasan seksual itu sendiri. 

Diskursif legitimasi setidaknya mengasumsikan adanya tiga dimensi wacana, antara lain: 
otoritas (authority), validitas (validity), dan finalitas (finality)  (Glozer et al., 2019). Dimensi otoritas 
secara khusus merujuk pada asumsi hirarki dan pilihan kuasa (Haugaard, 2018) atas terbentuknya 
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wacana yang ada (Van Leeuwen, 2007). Otoritas menempel pada organisasi atau aktor-aktor 
dengan status sosial lebih tinggi atau memiliki kuasa dalam suatu wacana. Otoritas dalam 
komunikasi publik digital juga dikaitkan dengan kemampuan aktor terhubung dengan pengguna 
media sosial lainnya. Hal ini ditandai dengan pendapatnya banyak disebut dalam suatu wacana 
(Casero-Ripollés, 2020). Dalam kasus ini, hujatan warganet membangun narasi mempertanyakan 
legitimasi Komnas Perempuan sebagai lembaga yang dianggap otoritatif dalam isu-isu HAM.  

Dimensi validitas diajukan untuk melihat konstruksi wacana dari aspek rasionalitas atau 
penekanan pada penilaian etis (Björkvall & Höög, 2019; Van Leeuwen, 2007). Validitas umumnya 
dikaitkan dari sejauh mana wacana dapat diukur sebagai sesuatu yang mampu mempengaruhi 
tindakan. Oleh sebab itu, konstruksi validitas wacana dilakukan dengan melihat bagaimana unsur-
unsur dalam argumentasi dibangun (Jaipal-Jamani, 2014; St-Onge et al., 2017). Dalam penelitian 
ini, hujatan warganet berisi argumen-argumen yang dapat dinilai sebagai pembatalan pada 
dimensi validitas dari legitimasi wacana Komnas Perempuan dan Komnas HAM pada kasus Sambo.  

Sementara, dimensi finalitas mengonstruksi narasi yang secara simbolis digunakan untuk 
mengunci narasi pada penegasan posisi, baik kontra maupun setuju (Glozer et al., 2019). Bahkan, 
narasi ini dalam konstruksi legitimasi wacana yang berpotensi membuat maupun melanggengkan 
mitos dalam wacana (Van Leeuwen, 2007).  

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 
pembicaraan warganet tentang Komnas Perempuan dalam kasus Sambo. Studi kasus dipilih 
terutama untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sebuah fenomena tertentu dapat terjadi 
(Yin, 2018). Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana delegitimasi wacana dilakukan 
warganet melalui narasi kekecewaan ataupun hujatan yang ditujukan pada Komnas Perempuan 
sebagai lembaga otoritatif terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan. 

Metode studi kasus juga memungkinkan untuk melihat hubungan antara teknologi media 
sosial tertentu dan praktik pengguna menghasilkan dinamika dan orientasi temporal tertentu 
(Poell, 2019). Dalam hal ini, upaya delegitimasi warganet terhadap wacana kekerasan seksual 
Komnas Perempuan menjadi ekspresi di media sosial hanya terkait kasus Sambo dan pada kurun 
waktu tertentu.  

Data percakapan warganet diambil dari platform media sosial Twitter. Sejak kasus Sambo 
menjadi konsumsi publik di media sosial maupun media massa pada 8 Juli 2022, kasus ini cukup 
lama bertahan sebagai trending topic di Twitter. Hingga saat pernyataan pers Komnas Perempuan 
pada 1 September 2022, kasus ini masih menjadi trending topic.  

Rentang waktu pengambilan data dilakukan sepanjang 1-10 September 2022. 
Pengambilan rentang waktu sepanjang sepuluh hari setelah pernyataan pers untuk melihat 
percakapan utama warganet merespons pernyataan pers tersebut. Twitter digunakan dalam 
penelitian karena sering dikaitkan dengan isu-isu publik dan bagian dari gerakan sosial khususnya 
isu-isu perempuan (Li et al., 2021; Syamili & Rekha, 2021). 

Pengambilan data percakapan warganet di Twitter menggunakan mesin ekstraksi teks 
media sosial ISA (Intelligent Socio Analytic) yang bekerja menggunakan metode Natural Language 
Processing (NLP). Metode NLP menjadi bagian dari big data analytic terutama untuk menyajikan 
analisis teks dan visualisasinya (Katre, 2019). Secara kualitatif, mesin membuat algoritma 
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kategorisasi teks berdasarkan kesamaan kata, periode postingan, serta pengelompokan akun 
berdasarkan teks postingan. Pengkategorian teks tersebut dalam jumlah terbatas umumnya 
dilakukan oleh peneliti kualitatif menggunakan CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data 
Analysis Software) seperti misalnya: Atlas.ti, NVivo, dan MaxQda (Franzosi, 2021). 

Dari hasil ekstraksi, terdapat 152.232 percakapan yang muncul dengan kata kunci 
“sambo” AND “komnas perempuan”. Untuk menghindari “bias” data disebabkan kemungkinan 
konten yang tidak relevan atau hanya memanfaatkan kata yang sedang trending topik untuk 
kepentingan iklan dan lain sebagainya, maka dalam pembuatan kata kunci disertai dengan 
perintah “NOT” (text excluded).  Selanjutnya, dari data percakapan tersebut akan dipilih 10 narasi 
postingan yang dominan mendapatkan respons warganet (most engagement post and account). 
Identifikasi semacam ini dalam pendekatan kualitatif merupakan bagian dari strategi akses 
pemerolehan data yang jumlahnya besar secara cepat meskipun perlu mempertimbangkan bias 
yang diakibatkan risiko media digital (Mills, 2018). 

Data yang telah terekstraksi akan dianalisis menggunakan analisis isi. Postingan dominan 
yang telah diekstraksi akan dianalisis berdasarkan kategori otoritas, rasionalitas, dan simbolik. 
Postingan berisi delegitimasi otoritas menunjukkan kritikan yang fokus pada eksistensi atau posisi 
otoritatif Komnas Perempuan. Postingan berisi delegitimasi rasionalitas menunjukkan kritikan 
berupa argumentasi atau alasan kekecewaan warganet. Sementara postingan berisi delegitimasi 
simbolik menunjukkan narasi yang tidak secara langsung terhubung tetapi dihubungkan untuk 
memberikan efek simbolik.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam kasus Ferdy Sambo, kekecewaan maupun hujatan yang ditujukan kepada Komnas 
Perempuan diungkapkan dengan berbagai narasi kekecewaan. Dalam Gambar 1 terlihat sejumlah 
kata yang paling banyak digunakan selain “Komnas Perempuan” adalah “Komnas HAM”. 
Warganet menyebut Komnas Perempuan sama mengecewakannya dengan Komnas HAM. Dalam 
beberapa postingan maupun komentar menyebut kedua lembaga HAM tersebut telah 
diintervensi oleh kepentingan penguasa yang dilancarkan melalui skenario Ferdy Sambo.  

Kasus pembunuhan Brigadir J dalam skenario Sambo dikaitkan dengan motif 
pembunuhan. Sambo bersikeras bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukannya merupakan 
respons spontan karena marah mendengar pengakuan istrinya, PC, yang mengalami pelecehan 
seksual oleh ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Sementara warganet meyakini bahwa motif 
pelecehan seksual digunakan untuk menutupi motif yang lebih besar yakni Brigadir J dianggap 
ancaman karena mengetahui kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Ferdi 
Sambo. Oleh sebab itu, pernyataan Komnas Perempuan yang secara khusus menceritakan 
peristiwa kekerasan seksual berdasarkan pengaduan dari PC, dianggap ikut dalam skenario 
Sambo.  
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Gambar 1. Ragam Kata yang Menyertai Narasi Warganet Pada Topik Komnas Perempuan 

Warganet juga menyatakan heran dengan sikap Komnas Perempuan dalam kasus ini. 
“never thought” menjadi salah satu kata yang juga banyak di retweet. Kalimat lengkap dari kalimat 
ini yaitu “Never thought I’d see the day when Komnas Perempuan dan Komnas HAM berada dalam 
satu kategori kelompok yang sama dengan Polisi”, dari tweet yang diposting @DianOnno. 
Postingan akun tersebut bahkan menjadi yang paling tinggi engagement-nya (Gambar 2). 

 

 

Gambar 2. Akun Twitter dengan Engagement Tertinggi pada Topik Komnas Perempuan Sepanjang 1-10 
September 2022 

 
Tingginya engagement dalam konteks media sosial menunjukan adanya hubungan antara 

wacana yang dibangun melalui substansi postingan dengan kepentingan publik warganet (Ye et 
al., 2017). Hubungan ini bisa berupa impresi negatif, netral, maupun positif terkait isu yang sedang 

367.70

691.25

724.10

893.80

897.10

915.00

946.65

989.40

1441.20

5064.45

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00

OposisiCerdas

alextham878

msaid_didu

UmarHasibuan77_

Miduk17

kafiradikalis

RANGERmounts

geloraco

Leonita_Lestari

DianOnno



  
 

 
Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) 
Vol. 25 No. 1, Juni 2023: 121 - 136 

eISSN 2527 - 4902 

 

 

| 127 

diwacanakan oleh akun tersebut. Oleh sebab itu, akun-akun media sosial dengan engagement 
tinggi ditandai dengan intensitas aktivitas membangun opini, popular sebagai aktor-aktor 
pembentuk wacana, dan berpotensi membentuk kekuatan otoritas digital (Casero-Ripollés, 
2020).  

 
Delegitimasi Otoritas  

Sebagai sebuah wacana, isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kemungkinan ditarik 
dalam beragam kepentingan atas nama publik (Manokha, 2009). Peran lembaga otoritatif 
lembaga HAM sering dikaitkan dengan kuasa menempatkan kepentingan publik tertentu dalam 
wacana HAM. Meskipun dalam praktiknya, wacana otoritatif lembaga HAM tidak selalu mutlak 
didukung oleh publik. Pada beberapa kasus, publik “mencurigai” wacana HAM diintervensi oleh 
kepentingan global misalnya mekanisme pendanaan lembaga HAM yang melibatkan donor 
internasional (Ron et al., 2016).  

 
Tabel 1. Narasi Delegitimasi Otoritas Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan  

 

  
 
Pada tabel 1, postingan @DianOnno, “Never thought I’d see the day when Komnas 

Perempuan dan Komnas HAM berada dalam satu kategori kelompok yang sama dengan Polisi”, 
menjadi narasi delegitimasi otoritatif paling banyak didukung warganet. Postingan tersebut 
mendapat like sebanyak 13.343 kali dan di-retweet sebanyak 5.237 kali. Postingan ini pada 
dasarnya merupakan ekspresi keheranan karena Komnas Perempuan selama ini menjadi lembaga 
yang justru sering mengkritik proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian.  

Legitimasi otoritatif yang dimiliki Komnas Perempuan secara khusus sebagai Lembaga 
yang memiliki sumberdaya ahli (authority of expertise) dalam kaitan dengan HAM dan isu-isu 
perempuan (Rivers & Ross, 2020). Otoritas keahlian ini sekaligus merupakan legitimation of 
power (Van Leeuwen, 2007) sehingga dapat digunakan untuk menghadapi otoritas dan kekuatan 
dari lembaga atau kekuasaan lainnya (Haugaard, 2018; Rivers & Ross, 2020) termasuk kepolisian. 
Akan tetapi, dalam kasus Sambo warganet melihat wacana yang dibangun Komnas Perempuan 
dianggap “satu kelompok” dengan polisi yang sedang bermasalah.  

Kehadiran Komnas Perempuan dalam kasus ini disayangkan karena justru terkesan 
melindungi Ferdy Sambo dan PC dari jeratan hukuman maksimal. Bahkan warganet menyebut 
bahwa wacana kekerasan seksual justru “dibesarkan” oleh kepolisian. Dalam kasus Sambo, 
Komnas Perempuan “dilemahkan” otoritasnya dengan memposisikan satu kelompok dengan 
polisi dan mudah terpengaruh dengan skenario yang disiapkan polisi. Padahal dalam kasus 
Sambo, institusi kepolisian tengah menjadi sorotan publik disebabkan melalui kasus Sambo 
bagaimana praktek penyalahgunaan wewenang sebagai sesuatu yang lazim. Sambo sebagai Kadiv 
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Propam atau kepala “polisinya polisi” saja bisa melakukan pembunuhan kepada anak buahnya 
dan mengatur upaya menutupi kejahatan dengan melibatkan puluhan polisi aktif. 
 
Delegitimasi Rasionalitas  

Delegitimasi dalam dimensi rasionalitas umumnya dilakukan dengan mempermasalahkan 
moralitas, baik berupa tindakan, keputusan, pernyataan, dan sebagainya (Budd et al., 2019). 
Praktik delegitimasi semacam ini menjadi bagian dari legitimasi evaluasi moral (moral evaluation 
legitimation) yang dalam wacana dibangun dengan cara mempermasalahkan nilai moral yang 
sifatnya abstrak, seperti misalnya menghadapkan kata “baik” dan “buruk” (Van Leeuwen, 2007). 
Pengembangan apa yang disebut “baik” dan “buruk” dibangun berdasarkan nilai-nilai moral yang 
telah menjadi bagian pemahaman masyarakat.   

Bagaimana wacana dapat terhubung dengan persoalan moral, perlu dilakukan konstruksi 
narasi yang ada di sekitar upaya mempermasalahkan moralitas tersebut. Konstruksi narasi ini 
akan menunjukan akumulasi narasi yang menguatkan adanya wacana moralitas. Narasi untuk 
membangun wacana moralitas dilakukan melalui peran-peran kebahasaan yang menjadi 
pemahaman sosial. Dalam beberapa kajian, wacana moralitas dapat dibangun melalui mistifikasi 
(Yaǧcioǧlu & Cem-Deǧer, 2001; Yu, 2022), metafora (Budd et al., 2019), maupun analogi dan 
perbandingan moral (Glozer et al., 2019). 

Di era digital, delegitimasi melalui diskursus moral cukup intensif digunakan sebagai 
mekanisme validasi atas legitimasi rasional sebuah wacana. Dalam wacana kekerasan seksual 
maupun isu-isu perempuan umumnya, rasionalisasi dilakukan misalnya dengan mengajukan 
prasangka moral untuk menguatkan asumsi seksisme (Sunderland, 2020). Salah satu contohnya, 
ketika Komnas Perempuan mendorong wacana pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga menghadapi upaya delegitimasi dari kelompok agama 
yang digerakkan oleh anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai RUU mendukung zina dan 
perilaku homoseksual (Miichi, 2020). 

 
Tabel 2. Narasi Delegitimasi Rasionalitas Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan 

 

 

 

 
Delegitimasi rasional dalam penelitian ini ditunjukan warganet dengan membuat validasi 

moral maternity dan keberpihakan pada keluarga korban (Tabel 2). Warganet membuat analogi 
rekomendasi penangguhan penahanan PC oleh Komnas Perempuan dengan perempuan lain yang 
juga memiliki anak balita tetapi tetap ditahan. Meskipun Komnas perempuan dalam siaran pers 
yang sama juga memberikan penekanan bahwa Kapolri juga harus memperlakukan hal yang sama 
kepada perempuan lain yang menghadapi situasi yang sama dengan PC. Akan tetapi, pernyataan 



  
 

 
Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) 
Vol. 25 No. 1, Juni 2023: 121 - 136 

eISSN 2527 - 4902 

 

 

| 129 

itu dianggap tidak sebanding dengan “kegigihan” yang diberikan Komnas Perempuan dalam 
konteks PC. Hal ini menjadi argumentasi untuk membuat prasangka bahwa Komnas Perempuan 
tidak konsisten dan cenderung berpihak pada pelaku pembunuhan. Selain itu, warganet juga 
memvalidasi prasangka dengan membuat rasionalisasi bahwa keberpihakan Komnas Perempuan 
kepada pelaku karena mempercayai skenario drama kekerasan seksual.  

 
Delegitimasi Simbolik 

Delegitimasi otoritas yang dibangun melalui delegitimasi rasional dengan validasi moral, 
pada gilirannya membutuhkan delegitimasi wacana pada dimensi finalitas. Dalam diksursus 
legitimasi, dimensi finalitas ini bekerja dengan memitoskan legitimasi otoritas dan rasional 
melalui nilai-nilai simbolik. Artinya, legitimasi wacana sebuah organisasi dikonstruksi melalui 
pemitosan otoritas melalui hubungannya dengan mitos atas nilai-nilai simbolis organisasi (Glozer 
et al., 2019).  

Itulah mengapa dalam konteks delegitimasi, kontestasi interpretasi simbolik berfungsi 
sebagai elemen penting dari politik simbolik, yakni kemampuan simbol dalam memproduksi 
makna dalam diskursus(Riabov, 2020). Simbol efektif justru karena sifatnya yang ambigu, tidak 
tepat, dan subjektif karena digunakan sebagai alat inklusi dan eksklusi (Riabov, 2020). Dalam 
penelitian ini, delegitimasi simbolik dilakukan oleh warganet dengan mengeksklusi wacana 
Komnas Perempuan dalam kasus Sambo sebagai wacana yang legitimate.  

 
Tabel 3. Narasi Delegitimasi Rasionalitas Wacana Kekerasan Seksual Komnas Perempuan 

 

 

 

 
Pada tabel 3 terlihat narasi delegitimasi simbolik yang diajukan warganet yakni dengan 

menyebut bahwa hanya warganet yang paling setia mengawal kasus dengan keberpihakan yang 
jelas pada korban Brigadir J dan keluarganya. Lembaga-lembaga lain seperti Komnas Perempuan, 
Komnas HAM, kepolisian, DPR, LPSK, dan sebagainya yang turut memberikan pernyataan terkait 
kasus ini, dianggap hanya “membuat gaduh”. Bahkan, untuk menguatkan narasi simbolik ini, 
warganet mengajukan delegitimasi simbolik dengan menyebut Komnas Perempuan sudah 
dibayar atau disuap oleh Sambo. Delegitimasi simbolik melalui wacana suap ini menjadi 
konstruksi finalitas dari delegitimasi otoritas dan rasional yang sebelumnya dibangun melalui 
wacana “berpihak pada pelaku”, “tidak adil”, dan “mengikuti skenario polisi”. 

Konstruksi ketiga bagian delegitimasi wacana Komnas Perempuan dalam kasus Sambo ini 
berjalan bersamaan dan bukan sebagai sebuah tahapan proses. Delegitimasi rasional dalam 
pratiknya dibangun melalui pertimbangan diskursus delegitimasi otoritas dan finalitasnya, 
demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, delegitimasi melalui wacana perlu memperhatikan 
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komposisi aktor penggerak wacana dan narasi yang sedang dibangun. Di era digital, peran-peran 
aktor banyak dimainkan oleh para influencer media sosial.  

 
 
Delegitimasi dan Penguatan/Pelemahan Otoritas Publik Digital 

Era digital dalam konteks masyarakat demokratis membuka peluang keterbukaan 
informasi dan kebebasan berpendapat dibanding era-era sebelumnya. Masyarakat digital atau 
warganet bergerak dengan pola-pola interaksi “baru” dan menghasilkan bentuk-bentuk kekuatan 
“baru” (Duncombe, 2019; Freelon et al., 2018). Dalam banyak kasus, wacana yang terbangun dari 
interaksi warganet mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis. Bahkan, politik hari ini 
sangat mempertimbangkan potensi era digital dalam pembentukan opini maupun upaya 
peningkatan elektabilitas (Kruse et al., 2018). Delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas 
Perempuan pada kasus Sambo juga dimungkinkan dengan adanya media digital seperti media 
sosial.  

Masifnya respons warganet pada kasus Sambo membuat pemerintah dan elit politik sulit 
mengabaikannya. Sepanjang 1-10 September 2022, pembicaraan warganet di Twitter pada topik 
Komnas Perempuan terkait kasus Sambo menggunakan mesin ISA tercatat sebanyak 20.193 
percakapan (Gambar 3). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 
(Menkopolhukam), Mahfud MD turut merespons kasus ini dengan menyatakan keheranan 
kepada Komnas Perempuan karena bisa “mempercayai” pengakuan PC (Sadat & Ilham, 2022). 
Konsekuensinya, diskursus kekerasan seksual menjadi lebih intens dalam kasus ini dibanding 
dengan kasus-kasus lainnya. Banyak aktor dan “kepentingan” ikut memainkan peran dalam 
mengonstruksi delegitimasi wacana kekerasan seksual dalam kasus Sambo. 

Pada tanggal 5 September 2022 merupakan puncak percakapan yakni sebanyak 6.639 
percakapan (Gambar 3). Peningkatan percakapan sepanjang lima hari pertama disebabkan pada 
saat bersamaan Komnas HAM juga melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa kasus 
kematian Brigadir J tidak masuk dalam kasus pelanggaran HAM berat (Kurniawan, 2022). 
Sementara, Komnas Perempuan merekomendasikan penangguhan penahanan PC dengan 
argumen maternity karena PC memiliki anak balita.  

 

 

Gambar 3. Fluktuasi Jumlah Percakapan di Twitter pada Topik Komnas Perempuan  
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Besarnya reaksi warganet pada Komnas HAM dan Komnas Perempuan disebabkan 
legitimasinya sebagai pengawal isu-isu HAM. Artinya, wacana delegitimasi kepada keduanya 
dalam kasus Sambo dilakukan warganet sebagai upaya “menjaga” legitimasi keduanya. Upaya ini 
dilakukan dengan meletakkan legitimasi lembaga HAM sebagai sesuatu yang diskursif untuk 
memastikan bahwa persoalan HAM dan keadilan bagi perempuan memiliki ideologi yang 
berpihak pada publik dan bukan pada kekuasaan. Dengan kata lain, wacana delegitimasi memiliki 
fungsi politik dan ideologis dengan melibatkan sosio-kognitif publik dan dilakukan oleh aktor-
aktor digital. Mereka membangun narasi dalam wacana dengan berusaha untuk membenarkan, 
menjelaskan, ataupun mendiskreditkan aktor dan tindakan sosial tertentu dengan validasi 
rasional berdasarkan kesesuaian dengan sistem hukum, menerima norma atau tatanan sosial 
atau moral (Amer, 2009). 

Meskipun demikian, delegitimasi hanya dimungkinkan ketika narasi warganet dapat 
berkembang menjadi wacana yang berpengaruh. Indikator keterpengaruhan dapat dilihat dari 
sejauh mana lembaga ataupun individu yang sedang dikonfrontasi merespons dengan 
memperkecil gap wacana, misalnya dengan mengklarifikasi, mengubah narasi, meminta maaf, 
ataupun memberikan alternatif-alternatif narasi sebagai bahan pembanding. Dalam kasus Sambo, 
reaksi keras warganet pada wacana kekerasan seksual Komnas Perempuan direspons dengan 
upaya Komnas Perempuan membuat alternatif narasi pembanding seperti misalnya 
merekomendasikan Polri untuk melakukan penangguhan penahanan pada perempuan lain yang 
memiliki kasus dan situasi maternity yang sama dengan PC.  

Identifikasi keterpengaruhan wacana delegitimasi warganet melalui media digital 
merupakan fenomena multidimensi yang membutuhkan berbagai komponen pendukungnya. 
Setidaknya terdapat tiga komponen indikator keterpengaruhan di era digital, antara lain: 
popularitas, aktivitas, dan otoritas (Casero-Ripollés, 2021). Pertama, popularitas merupakan 
indikator bahwa aktor digital ataupun akun media sosial cukup dikenal oleh pengguna media 
sosial lainnya. Popularitas sering dilihat sebagai potensi besar mendatangkan banyak audiens dan 
memungkinkan membawa pengaruh seperti misalnya narasi postingannya menjadi trending topik 
di media sosial. Akan tetapi, popularitas tidak selalu dibarengi dengan kepercayaan. Sejumlah 
akun yang tidak terlalu populer justru lebih dipercaya dalam isu-isu “serius” seperti isu lingkungan 
(Pittman & Abell, 2021). Hal ini menunjukan bahwa popularitas tidak hanya dikaitkan dengan 
aspek visibilitas, tetapi juga bagaimana narasi konten terhubung dengan isu-isu publik dan 
kekuasaan (Hutchinson, 2021). 

Kedua, aktivitas aktor digital erat kaitannya dengan frekuensi dan konsistensi narasi yang 
dibangun oleh aktor digital dijadikan rujukan percakapan oleh warganet dalam isu-isu tertentu. 
Akan tetapi, keaktifan aktor di media sosial juga ditandai dengan kemampuannya membuat 
konten yang “mewakili” narasi ataupun agenda publik (Casero-Ripollés, 2021). Aktivitas akun 
dianggap berpengaruh secara kuantitatif dapat dilihat dari pembentukan engagement dalam 
setiap narasinya.  

Pembentukan engagement di era digital berbeda dengan lingkungan non digital karena 
sangat mengandalkan peran platform media sosial. Di media sosial, narasi ataupun wacana-
wacana tentang “perlawanan” ataupun kritik sosial tidak selalu dilakukan oleh aktor yang secara 
formal terafiliasi pada ideologi “kanan” atau “kiri”. Media sosial kontemporer memfasilitasi 
semua latar belakang maupun afiliasi aktor melalui pola keterlibatan pada retorika jangka pendek, 
emosional, dan seringkali individual (Gustafsson & Weinryb, 2020). Kemampuan aktivitas akun 
aktor membangun engagement secara konsisten inilah yang membuatnya disebut sebagai 
influencer. 
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Ketiga, otoritas digital aktor digital ditunjukkan dengan banyaknya akun yang 
mereferensikan narasi postingannya. Narasinya bahkan menjadi salah satu penggerak wacana 
karena mampu menghimpun kesamaan narasi publik (Chinnasamy & Tahrim, 2019). Otoritas 
digital akan menyeleksi influencer yang dapat diidentifikasi sebagai pengguna akun media sosial 
yang dikenali memberikan informasi yang baik, dihormati, memiliki otoritas dalam komunitas, 
dan narasinya menjadi referensi banyak influencer.  

Meskipun demikian, pembentukan delegitimasi wacana menggunakan otoritas publik 
digital masih menggantungkan pada kuasa dan aturan main platform media sosial. Setiap media 
sosial memiliki algoritma dan aturan main yang berbeda-beda sehingga upaya-upaya delegitimasi 
wacana publik secara digital tidak dapat berlaku sama di setiap platform. Sementara itu, 
pertumbuhan dan perkembangan teknologi media digital semakin cepat dan berubah-ubah. Hal 
ini berdampak pada keterpengaruhan upaya delegitimasi wacana berlaku untuk waktu yang 
relatif cepat.   

  

KESIMPULAN 

Di era digital, kemungkinan publik melakukan delegitimasi wacana lembaga otoritatif 
semakin terbuka. Dalam konteks masyarakat demokrasi hal ini menjadi bagian dari upaya 
membangun budaya keterbukaan dan kebebasan berpendapat terutama untuk memperkuat 
kualitas interaksi dan kehidupan sosial. Delegitimasi wacana kekerasan seksual Komnas 
Perempuan dalam kasus Sambo yang dilakukan warganet menunjukan bahwa legitimasi lembaga 
otoritatif diperoleh melalui kontestasi wacana. Di era digital, arena kontestasi wacana kekerasan 
seksual semakin terbuka dan memungkinkan keterlibatan banyak aktor dengan narasi-narasi 
alternatif mengenai kekerasan seksual. 

Penelitian ini menunjukan bahwa delegitimasi wacana lembaga-lembaga otoritatif dapat 
dilakukan dengan mengonstruksi delegitimasi otoritas, rasional, dan simbolik melalui narasi 
percakapan di media sosial. Delegitimasi otoritas dikonstruksi melalui narasi mereposisi, 
mendegradasi peran ataupun pengasosiasian secara negatif dengan lembaga lain. Sementara itu, 
delegitimasi rasional melalui media sosial relatif “membatasi” pola-pola konstruksi narasi sebatas 
pada evaluasi moral sebagai bentuk validasinya. Adapun, delegitimasi simbolik sebagai finalitas 
dikonstruksi melalui simbol-simbol komparatif dengan maksud untuk mengeksklusi dari kelompok 
dan posisi sebelumnya. 

Delegitimasi wacana dalam penelitian ini juga menunjukan adanya potensi penguatan 
pembentukan otoritas publik digital melalui identifikasi popularitas, aktivitas, dan otoritas aktor 
yang terlibat. Meskipun demikian, potensi ini rentan mengalami “pelemahan” disebabkan 
ekosistem digital yang banyak bergantung pada algoritma dan “aturan main” platform yang 
berbeda-beda. Potensi penguatan dan pelemahan ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam 
upaya membuka peluang publik digital mengonstruksi wacana-wacana oposisi. 

Penelitian ini sekaligus menunjukkan adanya kekhususan dalam mengembangkan 
pendekatan dan analisa delegitimasi wacana dalam konteks digital (digital discourse 
delegitimation). Delegitimasi wacana secara digital membentuk dimensi otoritas melalui 
pengulangan teks dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan identifikasi struktur dan 
interpretasi teks yang mengkombinasikan antara sosiolinguistik dan NLP. Dominasi argumentasi 
moralitas dalam upaya delegitimasi rasionalitas menunjukkan adanya hegemoni narasi digital 



  
 

 
Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) 
Vol. 25 No. 1, Juni 2023: 121 - 136 

eISSN 2527 - 4902 

 

 

| 133 

melalui mekanisme referensi postingan influencer. Pengembangan analisa delegitimasi wacana 
digital perlu mengembangkan NLP dengan kategori teks secara kualitatif dan non/minim 
referensial. Selanjutnya, delegitimasi wacana digital secara simbolik perlu mengembangkan 
analisa hubungan teks, platform, algoritma lokasi, maupun periode pembentukan simbolik teks 
untuk menunjukkan intensitas narasi simbolik berdasarkan platform maupun mobilitas. 
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